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Peran dan Hak Angket DPR di Pusaran Pilpres

Calon presiden
Ganjar Pranowo
mendorong dua
partai pengu
sungnya, Partai
Demokrasi Indo
nesia Perjuangan
dan Partai Persa
tuan Pembanzun
an. menggulirkan
hak angket di DPR
uniuk mengusul
dugaan kecurang
an vang terstruk-
[, sistematis,
dan masif di
Pemilu 2021,

Widodo  menyebut hak

q ehelumnya, Presiden Joko
bt onghet it sebagal kak

demakralis (Rompasid,
21/22024),
Tangksh  mengajukan  hak

autghel ind merupakin manuwer
politik yanp menyengat sekali-
s Laktis, Alternatifnya, Ganjar
Juga menyodorkan usul kepada
TDE-P dan PPP wntuk menggi-
nakan hak interpelasi DPR g
na meminta kelerangan kepada
penerintab

Kedhua anjuran it disambuot
Daik olely capres Anies Baswe-
dan yang meyakini partai pe-
mangiln, yakni Partai Nas-
dem, Partl Keadilan Sejahters
(PRS), daiy Parlal Kebangkitan
Bangsa (PEB). juga aliw mem
herikan  dukangan - (Rampas,
247272024

Hak angket

dan hak interpelasi

Seeara konstitusional, mosi
mengeluarkan hak interpelast
dhian ik angket merngakan im-
plementast fungsi pengawasan
yang diemban oleh DT seba-
waiman diatur dalan Fasal 204
Avat {1) dsn (2) UL 1945

I samping i, kedus hak
Jembaga perwakilan J|.Ll meru
pakin gagasan restoras kinerja
piudenten yaug melenal L
lahun terakhir Dengan demi-
Kian, doroiigain wituk ibeiita-
jukan hak interpelust dan ang-
amalin ci-
Lx ulq LD 1945 vang meng-
parlemen yang dapat
secarn cfektil mengontrol pe
merintah.

Penjabaran lebily fwjul ke-
lentuan Undang Undang Dasar
itu, yakni Undang-Uncking No-
mor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, TiPR, DTN, dan DIRT
(UL MD3). telsh memberikan
ek dan landasan vang
ki mengenai bk inlerpelist
dan bk angket,

Berdasarkan Tasal 79 Ayat
(21 UL MID¥, hok interpelasi
teriipikan hak TP itk me-
iminta kelersgan hepada pe-
merintah terkait kebijakan pe-
merinlah vang berdampal luas
bagi kehidupan berhangsa dan
Dernc g

Sementara, Pasal 79 Ayal (3)
T MD% menyebutkan, hak
angkel merupadan kewenangin
PR untuk melakukan penye-
lidikan terhadap pefaksuian
suatu UL danatan kebijaka
pemerintihyang krusial, strate
gis, thn berdampak luas bagi
kehidupan beregara dan ber-
bangsa. yanyg didugs
tangan dengn peraturan per-
undang-undangiu

Trengan demikian, berdasar-
kan tingkalan hak DTR, hak
angket memiliki muatan yang
Jebih tingg dibandingkan hak
interpelasi. Sebab, melalul hak
anghel, TU jmeniberikant Jan-
disan kepada parlenien unluk
menindakianjutl hasil investi-
gashiva ke dakin hak menya-
pendspat hahwa sepak
ih telah valid
me].m;.,.,lr konstitusi atau per-
aturan perundang-unds

aan.

Tiga pesan kunci

Selerwsmy dengan menun
Juk pada peristiwa palitik ada-
Dy stk hiak ket tersebut,
serta pemahaman secara esen-

vang diinisiast aleh O

Nicky Fahrizal

Fronefill Centre for Stefegie end International Sidies {0 SI8) Tekirin

sinl angket, maka terdapat tigh
pesan kunel vang menguraikan
lebah lanjut amaran sentral
ving berkaitin dengan ik ang-
ket dan peran DPR

Pertania, desakin hak angket
i dan
disambut baik oleh Anies meru-
pakan tanggapan terhadap ge-
lagat Presiden Jokowi menje-
lang pilpres vang mengkspos
ketidsknetralan sikap Kep.
Negara sebagai konsekuens
pernvatin campur Langin Pre-
siden dakim Temilu 2024 untuk
kepentingan negara dan nasio-
nal demi keherlanjutan kehi-
strategls  pemerintihan
saatini (Anmﬁri\ Presicen; Ca-
we-cawe itk Kepentingan
Negara”, 305202,

Di sisi L, bk nggheel me-
rupakan reakst terhadap indi
kasi pelanggaran pemily yang
melibatkan penyelenggar pe-
milu, sparal penegak hukum,
dan mabilisast kepala desa yang
berkaikan, dengan tujuan me-
mengali pasa panilil sebe-
lum hari pemilihan ( Kompas.id.

Ilul!.ul kam L, most hak
angket mencoba memisahkan
dua kolam periasadalan, yakni
kolam yang berkaitan dengan
tata kelola penyelenggarian ne
para sehelum dilaksanakannya
pennumngutan suara, yang el
batkan kebijakan dan &
langkah Tresiden serta jaj
pq.llut premerintahy,
laim, kolam yang her-
kl.'r\.mn dlengan Bl ks pe-
milthan umum yang meliat-
ke para penyelenggara pemili,
bulk ity Komisi Pemilihan
Uit (KPUY, Badan P
Penulu {Bawaslul, Dewan Ke

ran

PR sebogai lenibaga pervi-
Juilin rakyal ymu.f_mumul.'uﬂun

hormatan Nenyelenggara Temi-
I (DEPP), hingiza Mahikiunah
Kaonstitusi (ME].

Tacla akhiviya, hok
menempatkan kolam ya
kaitan dengan pengelolian ne-
para sebelum dilaksanakan pe-
milu sehagai isu utama,

Kedua, pengertian Dk ang-
ket sehopainana dijaharkan
uleh 7 Agal (3) T M
sejatinya merupakan prerogatt’

fuibgsi vy sl aspiiiasi ma-
svilrakal, peiigawisan alas pe-
an perturan peran-
dang-undangan serta kehijakan,
dan untuk mencegah penva-
al

stunan kekuasaan.

Make, mubli Pasal 7 ler.
sehut, TITR tak hanya memiliki
Jeewenangan ulmdc mcnda |.|4.rm

sh

il
m)nm.ti hensm:mg.‘m dengan

peraturan perwidiig-undang-
an ot peluggiran hukum be
eat, TP juga dapat mengali
peliksanaon UU Peniilu: yang
melibatkan KPU dan Bawaslu
sehagai pemain iz
penyelenggaraan pemilu,
Melalui kacamata  ssjarah
parlemen Indones i hak anuket
terbanyak terjadi pada masa pe-
merntaban Prosiden Susilo
Rambang Yudhogono  (Riron
Tenpo, 024), yakni me-
liputi hak anpket DPR untuk

menyelidiki kasts penjualan
Feapal anker Pertaming (2003),
hak angket terkait impor heras
{2006, hak angket terkait pe-
nvelesatan kasus Bantuan Li
kuiditas — Bank  Tndoiiesia
{2008), hak anghet terkait daf-
tar pemilih tetap (DIT) pemily
(2000, don hok angkel atas
kasus Bank Century (2009),

Sementara, di era Presiden
Joko Widodo pada 2017, fer-
dupat satu hak anghel DPR yang
berkaitan dengan Komisi Pem
herantasan Fm‘lqmi (KPR da-
lam kasus

Rerdasarkan ra peris-
et it ada suatu lemu esenstal
hahwa dalam sudut pandang
kelembagian, DPR berperan
untuk memastikan prinsmp kar
dinal kelatuegaraan, yahni pe-
micrintihan vang mewakdi ke
preatinga unim dan bectang-
g jowab, seela menbalisi
penyalahgunasn kekiasaan,

Kebiga, bergulirnys wavana
hak angket merupakan peran-
di v mugacab untub e
restorast parkmen yang selima
it Deakangan tefah ke-
Ttlangan spirit untuk mengem
b kedanlatan rakyat.

Df samnping itu, mefalul mo-
mentum  vang  mendorong
DPR untuk menyelidiki adanya
dugann kebigkan yang berten-
langan— dengan perituran
perundany undangan yang ber

laku atan tindakan eksekutil

g berpolensi mekogge hu
kum, maka langkah tersehut
adalah upya mengukuhkan
staty pepatah hukom hahwa
liada seorang pu bahka pe
merintah, kebal hukum (uw one
il e goverimiet i abive e
lene).

Selanjutiya, secara funda-
meilal maksin it memiiki
du.t fungsi. Pertama, mereflek-
hukam vang her-
hakikat hukum, ya-
setaraan, kehehasan, dan
selidaribas (Franz Magnis-Suse-
1o, 2018). Degan demikian, se-
Lup orang ataupun pejabal ne-
ara ditempatkan setara di ma-
L Tk dan mempunyai
tangoung jawal yang sama

Keifua, menghindari kemun-
culan nugara regulist yang lxr
intikan seuan keab
Linnclikin, berlepas dari etk por
Itk dan fundumen dasar hu
kit ]\umkh.nlfumﬂlt!lanug

yang diben-
ehingsa semakin banyak
opartunitas pvm.inhuhn rer-
aluran terscbut.

il menjdikan
i sehagal senjala di-
lim memudahkan rencana po
Trengan demikian,
s parlemen da-
pat :Up.\hhkm fungsi
wasan DPR dapat menj di(rpik-
mal serfa kehijskan publik :
lindakan checkutil” vang
silkan dapat mencapai fojuan
yang sehiras dengan maka dan
nmoral publik

Hak menyatakan pendapat

Peran dan hak angket DPR
adalih krustal untuk mengusut
apakah terdapat potensi kecu-
siugin i dalan Pennilu 2024
atau tidak. Pada tinghatan ter-
lentu, hak angket dapat berpe-
raut menjadi pijakan DPR untuk
menggunikan hak menyatikan

pendapal.
Namun, untuk hisa sampai
pacda penggunaan Ik menyala

kan pendapat, maka setiap
pengusul yang merupakan ang-
ot partal polith membutub
kan kedisiplinan yang tahan
Banting dan pemgendalian diri
yang kokoh.

Hal ini karens ackunya kews-
jiban hagi para pengusul untuk
meanenuhi seluruh persviralan
prosedural formil hingga pada
keputusan DPTL e
pendapal sebigaimanm di
ehalam [T ML

Makay smelungaui isu menge-

it hak anghet hingia hak me-
an pendapat dari PR,
i semu adalah perwu-
t demnkrasi
sebagaimana pemikiran M Nat
sir hahwa pendukung dan pe-
Taksama sistem demokrasi ilu
Is-lplmpm dan terhimhing oleh
ai=nifai moral dan nilai-nilai
hiddup vang Hinggi (7111650),
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